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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan 

yang sangat mendasar sejak ditetapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. 

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang 

menjadi landasan utama dalam melaksanakan otonomi daerah pada 

hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya 

manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. 

Dengan otonomi daerah, pemerintah diharapkan semakin mandiri, 

mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, baik dalam hal 

pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.  

Pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan daerah telah ditetapkan 

pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 yang menegaskan 

bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. 

Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja 

pemerintah itu sendiri (juliawati, Darwanis, jalaluddin, 2012).  
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Tahap setelah pemerintah daerah melakukan tugas-tugasnya yang 

dituangkan dalam APBD adalah pengukuran kinerja untuk menilai tugas-

tugas yang telah dilakukan. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai 

wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD mengandung pengertian 

sebagai suatu informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan 

untuk menilai kinerja organisasi (Halim, 2007:94). Menurut Mardiasmo 

(2009:121) “pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas 

organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik”. 

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan 

memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan (Chow, 

Ganulin, Haddad, dan Wiliamson, 1998). Wood (1998) mengungkapkan 

bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai (1) 

Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan; (2) Sarana perbandingan atas 

pelayanan yang diberikan; (3) Alat komunikasi dengan publik. Selain itu, 

tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan 

karena adanya fakta bahwa masih buruknya kinerja pemerintah daerah di 

Indonesia yang dapat terlihat dengan adanya pernyataan Ketua Badan 

Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), Anwar Nasution (Antaranews.com, 

2007), bahwa masih buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah 

daerah sehingga hal tersebut berdampak pada buruknya penilaian kinerja 

pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengukuran kinerja keuangan daerah adalah sesuatu yang penting untuk 

dilakukan. Pernyataan ini selaras dengan Greiling (2005) yang 
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mengungkapkan bahwa salah satu kunci sukses dari pembaharuan dalam 

sektor publik adalah dengan melakukan pengukuran kinerja. 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut dengan 

menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 

2012:2). Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial, seperti 

laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat 

(Mardiasmo, 2009:123). Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah 

menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. 

Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk 

memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan 

keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang 

diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus 

dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam 

daerah. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi 

finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat 

menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan 

publik yang lebih baik dan berkualitas. 

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan 

pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja 

keuangannya. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah (Pemda) sangat 

berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis 
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anggaran, keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk 

memaksimalkan keuntungan atau laba (profits atau net income), meskipun 

ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara pendapatan dan belanja. 

Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja, baik di 

anggaran (APBD) maupun dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Jika 

anggaran/realisasi pendapatan lebih besar daripada anggaran/realisasi belanja, 

maka terjadi surplus, kalau sebaliknya maka terjadi defisit. Terdapat 

pemerintah daerah yang mengalami surplus dalam anggaran ataupun realisasi 

anggarannya, namun lebih banyak pemerintah daerah yang mengalami defisit. 

Namun, bukan berarti lebih sedikit pemerintah daerah yang kondisi 

keuangannya baik dibanding yang buruk, karena surplus/defisit bukanlah 

kunci utama baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja 

keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama 

antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber 

daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai kinerja keuangan 

pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah 

PAD (Nasution, 2011), intergovernmental revenue (Sesotyaningtyas, 2012), 

ukuran pemerintah daerah, dan leverage (Sumarjo, 2010). Dari penelitan 

sebelumnya mengenai faktor-faktor tersebut menyatakan bahwa PAD 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Nasution, 2011) dan dana 

perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Julitawati et al., 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) mengindikasikan bahwa 
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semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka semakin baik kinerja 

keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh 

Sumarjo (2010) menyatakan bahwa faktor leverage berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini mengacu pada penelitian 

yang telah dilakukan oleh Sumarjo (2010) dengan menambah pengaruh pada 

pengukuran kinerja keuangan yaitu belanja modal serta pertumbuhan 

ekonomi.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul 

penelitian “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA 

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Kota dan 

Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012)”.  

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah? 

2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah? 

3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah? 

4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah?  

5. Apakah Ukuran Legislatif berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah?  
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6. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah?  

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

5. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

6. Untuk menganalisis pengaruh Leverage terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah. 

2. Bagi Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa 
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yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan 

rakyat.  

3. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di 

bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi 

Jawa Tengah.  

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan uraian landasan teori, kajian penelitian-

penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan pengembangan 

hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi uraian tentang variabel penelitian dan definisi 

operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisisnya.  

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 



8 
 
 

 
 

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian serta 

analisis data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat 

analisis yang digunakan.  

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dari hasil 

analisis data, saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian, dan 

rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.  

   



 

 
 

 


